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Pengantar Ll :

Dalam yenyidikan delik kompsz dewasa ini ada gejaia yano korupie_r
mempercunakan metode pura-pura sakit untuk menghindari penyxdaiﬁ'
'terhadap dlrmva Patui: dimgat jika para koruptor melakukan perbuamn pura:
pura sak;t atau pura—pura sahtnya menjada gawat maix.a koruptor ni dan
'mereka yanrr memben ketemngan palsu sebenarnya tetah mu!akukan con-
ze:np: of court {meramanﬂi jaiannya purad}ian} Sebenamya masalah fm::_
adalah masalah hukam pidana, yaitu tentang pemdlsuan surat atau pembermn
bantuan orang untuk menghindari penyidikan. Orang yang sudah berusia di
atas 50 iahun, memang rupa-rupa penyakit dapat dideritanya seperti diabe-
tes, sakit ginjal. ambeien, tekanan darah tinggi,- jantung dan lain-tain tetapi-
dalam-batas-batas . tertentu masih aktif ‘bekerja. Apalagi karena nangnyi
banyak mereka merawat diri secara teratur, teratur check up bahkan di Taar
negert. Narnun. jika ia mulai dipanggil untuk diperiksa dalan rangka korupsi.:
tiba-tiba seluruh penyakitnya kambuh dan menjadi gawat. Ada yang di rawat
nginap, duduk di kursi roda dan lehernya ditopang dil. Ada pula vang sakit
jantung dan memohon berobat di luar negeri Lmtuk bebempa hari. namtin-
tidak kunjung kembali ke. Indones;a e

Gejala pura-pura sakit ini pertu dldﬂtlblpaSI oleh penegai hukum
jangan sampai terkecoh atau bahkan tergiur dengan uang yang miliaran
rupiah. Misalnya seorang X telah melarikan uang negara berupa BLBI
sebesar 10 trilyun, yang jika dibungakan bunganya saja sekitar 10 milyar.
Pejabat siapa yang tidak tergiur jika diiming-iming dengan nang 10 milyar.
yang sebenarnya hanya bunga uang negara itu selama sebulan. Bagaimana
pula jika hal ini sudah berlangsung tiga tahun?

Barangkali gejala inilah yang memberi inspirasi kepada BPHN untuk
membuat diskusi panel mengenai adanya surat keterangan dokter untuk
menunjang atau bahkan dapat digolongkan membantu penjahat untuk
melarikan dirl jika ternyata dia mendapat izin berdasarkan keterangan
dokter itu, lalu kabur

*  Disampaikan pada Diskusi Panel Tentang Aspek Hukum Sura Keterangan Dokter Dalam Sistem
Peradilan Pidana. diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 3
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"7 Masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam dan sé_c_ara kasuisiti_;;_
dari 'segi- hukum pidana, delik apa yang dapat diterapkan kepada dokter.
yang memberi -keterangan - palsu atan: tidak benar sehingga _seqrang__:
koruptor -dapat Iolos dari penyidikan atau penuntutan. '
I ~Pendahuluan . . |

" Pemberian keterangan palsu atau tidak benar perlu dikaji apakah-

termasuk - malpraktek ‘dokter. “Jika ‘malprakiek dokter diartikan -praktek
dokter yang ‘buruk, maka’ perbuatan 'ini termasuk malprakiek. ‘Bahkan,.

mtmgkm berupa delik biasa; yaitu membantu-orang yang telah meiakukan: -

kejahatan ‘yang dalam “hukum ‘Anglo. Saxon disebut accessory after tie:
fact. Accessory after the fact berupa menolone orang yang telah melakukan
- kejahatan aptuk menghindari proses peradilan. Hukum pidana Indonesia
tidak mengenal pembantuan sesudah delik dilakukan. Pembantuoan

berdasarkan Pasal 56 diberikan sebelum atau sementara delik dilakukan.. -

Di dalam KUHP ada Pasal 221 tentang orang yang menyembunyikan orang
yang telah melakukan kejahatan. Tetapi dokter yang memberi keterangan
palsu atau tidak benar tentang sakitnya koruptor itu, sulit digolongkan
sebagai orang yang telah menyembunyikan orang yang teiah melakokan
kejahatan.

Pendek kata, periu ada pengkajsan khusns tentano hukum p:dana yang
menyangkut pemberian keterangan dokter yang tidak benar atau paisu ini’
atau dibuat khusus untuk membantu koruptor menghindari proses peradilan.

II. Pembahasan _

Jika dapat dibuktikan, tentn dapat dituntut berdasarkan pemberian
keterangan palsu atau telah bersumpah palsu, jika dia dipanggil untuk memberi
keteranoan tentang surat yang telah dibuatnya. Delik lain yang dapat diterapkan
ialah pemberian suap untuk memberi keterangan tidak benar. Jika menyangkut
dokter Pemerintah {pegawai negeri) maka dapat diterapkan Undang-undang
Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah mengadopsi delik
suap dari KUHP langsung masuk menjadi delik korupsi. Jika menyangkut
dokter swasta, maka dapat diterapkan Undang-undang No. 11 Tahun 1980
tentang suap yang menyangkut kepentingan umum. Masalahnya iali_i_h
pembuktiannya yang sulit. Di sini perlu kejaksaan mengerahkan segzii;i
kemampuannya untuk mengungkap perbuatan suap ini, termasuk intelijen
hukum (law intelligence). '

Perlu pula ditempuh cara lain, yaitu penyidikan harus dilakukan

secara-raltasiar ok aanpoisi-janganmenyebakan melatar massmedia




' teniaﬁg akan dxiakukannya penyid:kan terhadap tersangka koruptor. Tidak
periu dmmumkaz} terlebih dahulu seseorang telah dijadikan tersangka. Jika
cukup bukii- buki vang dikumpuiken dari kegiatan®intelijen yang: disusul:
dengan penyelidikan, ‘maka baiknya jaksa'atau polisi langsung- saja
melakukan - penangkapan ianpa pengumuman terlebih dahulu tentang
seseorang. telah dijadikan tersangka. Kesempatan untuk - menghindari;
pemanggilan atau -proses peradilan harus. ditutup. Jika . tersangka yang
sudah ditahan, mengeluh sakit, maka penyidik sendiri yang mendatangkan
_ dokter bukan tersangka yang mencari dokter sendiri.atau bah}ﬂn mummmr
- izin. keluarnggeri.-berobat.. Penyidik - tidak . periu - khawatir dkd!l dicap
sebagai’ teiah melanggar HAM. Berapa ratus penjahat: mxskm vancr ma;tlﬁ__
konyol di-tahanan atau-penjara.karena tidak mendapatkan perawatan yang,
memadai. ‘Mengapa. koaumor yang telah merugikan negara trilyunan rupiah
harus-berobat ke luar negeri: Di dalam negeri cukup banyak dokter dhll:
dan rumah sakit yang ~baik. Tetapi . masalabnya. _]Ikd gejala sakit ini
dljadlkim ladang: untuk mengail rezeki. : '

] xka tersanffl\a barszkukuh hanya mau diobati oleh dokter luar negeri
karena udncrnya banyaix “silakan- mendatanc}wm doktex tuke Indonum ;
jangan diizinkan dia kelnar negeri SR

Perlu pula disediakan pengawalan yang cukup terhadap teumwka
yang akan berobat d; rumah saklt Ancrgamn i.iﬂtlllx penyldal\da sebummya
tmsedxa 1 1

Delik lain vang dapat diterapkan kepada dokter vang membéri
keterangan palsu atau tidak benar ialah Pasal 21 Undang-undang
Pemberantaszm deak Ptdzma Korupsx Tahun 999 yang bs.rbunyl

setiap-.orang - yang dengan sengaja mencevah mermmnﬁa atau
menggagalkan_secam langsung atau tidak langsung, penyidikan, penunmmn
dan. pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa
ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengna pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling-lama [2 (dua belas) tahun dan
atan . denda -paling.-sedikit - Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh Juia
mpmh) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)™.

_ Dengan adanya kata-kata “tidak langsung” it maka akan lebih mudah
permbuktian: Jika swatu keterangan dokter yang menyatakan seseorang
harus dioperasi di'luar negeri tidak ada fasilitas demikian di dalam negeri
(padahal ‘ada)., kemudian tersangka dengan senjata keterangan dokier: itu
dia diizinkan ke luar negeri dan kemudian kabur, tidak lagi kembali ke
Indeonesia untuk menghindari penyidikan atan penuntutan, maka pihak
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" menurut ‘pendapat - penulis, dapat- dijerat. dengan “telah merintangi atau
menggagalkan secara- tidak. ianvsung penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadxlan Denoan'adanya kata “sengaja’”,
mungkin‘ada yang berpendapat, bahwa kesengajaan sulit dibuktikan, dapat
diajukan argumentasi, bahwa dengan mengatakan “tidak ada fasilitas
demikian di dalam negeri padahal ada”, maka itu dapat digolongkan
sebagai sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (dolus eventualis)
orang it Kabur. '

Bag1 yang-menjamin (ddﬂ Juga dokter yanc memben keterangan tdak

r'benar) walaupun tidak ~ada - sanksi «pidana jika. yang -dijamin tidak

memenuhi persyaratan kembali ke Indonesia, menurut pendapat. penulis,
‘i samping. delik tersebut .di atas dapat pula dituntut oleh negara untuk
mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 BW, yaitu karena perbuatannya
menjamin_orang it _kabu: dan negara telah dirugikan trilyunan rupiah.

-Di -samping itu,: dapat pula d:{erdpkan sanksi administratif yhxtu
'pencabutan izin praktek : - '

HI Kesnmpulan S

Periu penwkajlan mendalam mengenal gejala adanya Keterangan
dekter yang palsu atau tidak benar sehingga koruptor dapat lolos dari
proses perachlan Jika pbriu dimasukkan delik baru sebaga bacmn
contempt of court di dalam KUHP baru, di samping penerapan delik.
sanksi perdata dan admlmbtrat;f yang telah disebut di muka.




NTASAN KORUPSI: MEN@N@G@
SANG R&'ﬁj ADIL?
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PEM@E :

1. Pengantar R
‘Saya menyambut gembira diterbitkannya buku “Korupsi. Good
---Govemance dan Komisi Anti Korupsi” yang merupakan kumpulan tulisan
- rekan saya Prof. Romli: Aimasasmiia sebelum RUU Komisi: Anti Kmumx
."-disan}caﬁ ‘oleh DPR dan’ dmadangkan pada tanggal 27 Desember 2002,
yaitu UU MNo.+30 Tahun - 2002, Penerbitan ‘buku .ini- akdn memperkaya
:ihera-ur mencena: upaja g}emberamaﬂas} %mmpss dr Indonesia. - -

Beber&m mateﬁ pek@k dan tulisannya tersebut pernzh d:sampamdﬂ
Romlidalam berbagal acara seminar tentang pemberantasan Korupsi di
Indonesia, i mana saya sendiri terlibat sebagal pembicara atau pembahasnya.
Jadi, saya cukup paham tentang substansi dan tekad Romli dalam upaya
meayusun kebijakan hukum (law pelicy). Apalagi kami pernah bersama-
sama terlibat sebagai Tim Perurous baik dalam Rancangan Undang-undang
Dembahcw atas LU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi {sekamnv menjadi UU No. 20 Tahun 2001) maupun dalam RUU
Komisi Pemberantasan Kompsa {sekarang menjadi UU No. 30 Tahun
2002). Selain i saya juga menjadi Konsulmﬂ Ahh di Badan Pembma.dn
Hukum Nasional vang sekarang dzpzmpm Sdr. Romli.

Pada beberapa bagian tolisannya, Sdr. Romli menyampaikan
kekecewaan terhadap proses pemberantasan korupsi vang sudah berjalan
selama ini, malah cenderung bernada frustasi dan sikap menggugat.
Kekecewaan penulis terjadi karena upaya-upaya pemberantasan korupsi
vang dilakukan gagal, gagal dan terus gagal. Korupsi telah menjadi
kejahatan yang luar biasa, exrra ordinary. Pasalnya, korupsi dilakukan
secara sisterpatis dan strukfural sehingga hampir tidek ada system atau
struktur yang terbebas dari virus korupsi.

Akibat lebih jauh, korupsi telah merugikan negara baik secara
kualitatif maupun kuantiiatif, dan pada gilirannya hak-hak ekonomi dan
sosial rakyat telah dirampas secara semena-mena oleh korupsi. Kegagalan

1. Makalah ini disampaikan pada acara peluncuran/bedah buku “Korupsi, Good Governance dant
Komisi Anri Keorupsi” karya Prof. Dr. Romii Atmasasmita, §.H., LL.M., ranggal 18 Maret 2003
di Badan Pembinaan Hukum Masional, jakarta,

Lo Prakrrst-Tiokeme Renre- Brwnr Pl b B G Ay s T SO ssion o T i




“demi kéwagaian dalam memberantas korupsi telah menajdi saksi bisu
“betapa rapuhnya menialitas, watak dan mtegntas suatu bangsa. ded[
apablla kekecewaan muncul dalam hati orang-orang yang mamh mempunyal
b nuram dzm mencmtaz bangsa dan negara 1m ' '

e _Berangkai dari fenomena korups; sepern 1tu wajar - puia s;!\ap
-menggugat diajukan terhadap penyelenggara- penyelen ggaranegara sebagal
_pelaku-pelaku yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas gagalnya
":péinberahtas;an korupsi..yang telah -terbukti dalam sejarah sangat
.menyengsarakan rakyat dan negara. Berbagai upaya yang telah dilakukan,

‘termasuk membuat perangkat hukum atan undang-undang vang lebih keras

- dan_tegas- terhadap korupsi, seakan- akan sia-sia saja. Pembemnmsan
'korupsx hanya sekadar men}adi wacand dan tidak pemah hdmpdl pada
‘tataran praks;s Kenyataan ini Eer}adl akibat kurangn},a - uniok ﬂddk
'_dxsebut “ 1dak ddanya kesadaran dari para penyelenggara negara dan
'rdkyat untul\ menglkis, habls komp51 dengan konsisten dan konsekuen
berdasarkan aturan- aturan yang telah dltetapkan Artinya. suatu sistemn
hukurm yanv baik t:dak menjamm palaksanaazmya sestai dengan apa yang
dungmkan oleh sistern tersebut menvlngat Jalarmya slstem sangat ditentukan
oleh pelaku-pelakunya. o

Di tengah-tengah kekecewaan dan gugatannya, ternyata Saundara
‘Romli masih mempunyai-harapan bahwa pemberantasan korupsi akan
dapat dilakukan. Ada nada optimis dalam diri Penulis. Kevakinan Saudara
Romli ini terletak pada adanya amanat dari Pasal 43 ayat 4 Undang-undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk
membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Anti
Korupsi ini akan menjadi lembaga independen - sekalipun menurutnya
tidak pernah ada suatu lembaga yang benar—benar independen dalam
kehidupan Indonesia- bebas dari segala campur tangan pihak manapun
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memberantas Korupsi
di Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara dan bangsa vang terhormat,
bersih dan bebas dart segala korupsx serta mampu bersaing denfran banm,d
Jain:

Harapan Saudara Romli ini tampaknya mendekatt kebenaran
karena pada tanggal 27 Desember 2002 telah diundangkan Undang-undang
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang mengamanatkan agar Komisi tersebut sudah melaksanakan tugas dan
wewenangnya paling lambat | (satu) tahun setelah tanggal diundangkannya.
Tetapi, apakah benar beban pemberantasan korupsi akan dapat diselesaikan
dengan baik oleh Komisi ini, kita masih harus menunggu realisasinya.
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Menwapd korupsx Legim mm;bﬁdaya {}mam 55%9 mtdmn &ehkdugmn
ﬁbangsa dan bernegara, menjadi pertanyasn yang tentunva tidak mudah
antuk dijawab karena korupsi tidak hanya menyangkut soal peranglkat
huku*n:yang 'meny&n'wkut birokrasi, penggaiian dan penegakan hukum,
“melainkan meny angkut pula aspek sosial budaya, aspek psikologis maspun
“dspek: filosofis: sebagaimana vang ‘telah divraikan oleh Saudara ‘Romii
“dalam m};s&nny&-i ‘Oleh karena itw,’ akar persoalan keberadaan dan
:-pamtbamn Rorapu ud'ak semata- mau bemda pada aapek ﬁnkum me am%mn

e Akar peraoaian pertama dan utams. adai’zh sosmi budaya },azw
:';ber%:aiian erat ciengan orientasi stmkmm! }‘}‘a}dm sistem E\efmwamkamn
_:“hidup te1pandan2 dan “menjadi orang pmung”‘ nampaknya menjadi
_tuntum;} dari setmp anwom masyamkaz Indonesta, Bagaimana merzjadz
“hidup terpanddng dam menjadl orang pemmg jawabannya Stdeihdﬂd
'w.zm }adlidh nen&:;c,sa dan milikilah bawahan serta harta aebmzya&—
banya}knya “Memﬂ ki” c’uencan dem;kmn I?}Lﬂdjdl modus eksistensi, vang
akan membawa orang pada jalan pintas nntuk segera memparo[e.h kekavadn
Cara pandang ini telah menjadi filosofi bagi pelaku-pelaku korupsi. Senada
dengan cara pandang ini:adalah apa vang secara spontan dilontarkan oieh
Ketua DPRD Surabaya yang saat' ini sedang meringkuk di dalam tahanan
ka’rena kasus kempsi vaitu “Kalau mau kava jadilah politisi™* . .

Memaﬁ; }qava {temunya daiam se&ejap} yanv dtpml«.takkdn ois.i
"seseorszr yang neia bene Ketua DPRD, hanya dapat ditakukan Jika
menjadl poims[ atau pencmsa “Dan den,g::m menjadi Ama maka anda
akan dihormati dan ormig—omizg akan memandang anda”, mungkin
begltulah k:ra kxm cara pandang sang po itisi K,etua DPRD Surabaya.

~ Dalam iuhsaimya Saudara Romli mengupas adanya orientasi kebendaan
ydng hidup di dalam masyarakat adat di Indonesia vang bersifat muli
etnik.” Orientasi kebendaan bukan sesuatu yang baru saja ada. melainkan
mengakar pada kehidupan masyarakat adat. Akar ini semakin dipicu dan
disuburkan dengan adanya arus kemajuan teknologi informasi, komunikasi
maupun transportasi. Ketidakmampuan menyikapi arus kemajuan teknologi

[

- Prof. Dr. Romli Atmasasimita, 8.H., LL.M., Korupsi. Good Gevernance. dun Kowmisi Arti Fruu;m
di Induuesm. Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002, halaman 9.

kR Isulah Indup terpandang™ saya pinjam dari Moham&d Sobary. s.:d:mnk an “menjadi oreitg
peming” doni Kwik Kian Gie. .

A, CLidah I Melumar Dirinya...”. Kompas. Minggu, 9 Marer 2003, halaman 26.

3. ¥ren Do Romit Aumasasmita. S5.H., LL.M.. Op Cir. halaman §.
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seéar_é bijak telah menyeret masyarakat dan pemerintah pada orientasi yang

salah sehingga pada akhirmya mentalitas, integritas dan moralitas tanpa

disadari luntur dengan sendirinya, digantikan dengan sikap materialistik
dan kesarakahan Sikap ini berkembang karena bangsa ini adalah peniru,
dalam arti apa yang d;perbuat oleh yang tua atau p;mpman akan ciukut:
oleh yang mudafmasyarakat - :

_ Oruantam kultural (5051ai budaya) atau kebendaan ini pada’ erannya
membentuk manusm tanpa nurani, udak bertanggung Jawab dan ‘masa
bodoh terhadap sesama, bangsa dan negara. Yang terpenting dan terutama

‘adalah dirinya sendiri. Semangat dan mentalitas yang demikian ini, "

-menjadx ladang subur berjanghltnya virus . korupsi.

Faktor fain’ yanU mempengamhl tumbuh suburnya korupsl adalah
p_erangk_at hukum, birokrasi dan penegakan hukum yang tidak memadai.
Berkembangnya korupsi tidak dapat semata-mata hanya ditimpakan pada
pelaku-pelakunya, melainkan juga harus dilihat pada sistem yang ada,
dpakah sistem tersebut memungkinkan ataukah tidak. Selama ini. sistern
yang ada sangat membuka peluang bagi menjalarnya virus korupsi. Sistem
birokrasi yang carut-marut, tidak profesional, tidak transparan dan sentralistik
menjadi sarang bari koruptor-koruptor untuk menjarah uang rakyat. apalagi
pada kenyataannya sistern penggajian atau kesejahteraan pelaku pelaku
birokrasi kurang. Menurut Kwik Kian Gie, struktur penggajian tidak
sejalan dengan realitas pasar, Lebih lanjut, d;uncrkapkann\a bahwa * Gf{]!
presiden RI lebih rendah dari gaji presiden divektur sebuah pemsahaan
BUMN dan gaji bersrh seorang menteri kabinet Ieb:h iendah dar, tpczda
seorang pegawai tmgkar menenga/? pada . IBRA — Kenydman iru semakin
diperburuk dengan sistem hukum dan penegakannya vang memadal,
Kurangnya kontrol pubhk atas terjadinya komps; memicu pula penvebardn
korupsi.

Kurangnya kesadaran publik atau media massa dalam menyerukan
gerakan anti korupsi sebagai kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan.
seakan-akan menjadi legitimasi apa yang telah dilakukan oleh para
koruptor. Diamnya publik atau media massa dalam kasus korupm pada
masa orde baru berkuasa, dapat dimaklumi mengingat ketakutan akan
konsekuensinya apabila membongkar kasus korupsi. Tidak sedikit media
massa yang dibreidel pada wakiu itu jika berani mengungkit-ungkit
perilaku para penyelenggara negara.

6. Kwik Kian Gie, “KKN dan ‘Improving Governance ™, Republika, Seain. 17 Pebruart 2003, hlm
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=+ Akan tetapi ketakutan itu harus dibayar mahal, sebab terbukti korapsi
telah membawa bangsa ini ke dalam keterpurukan ekonomi dan krisis yang
berkepanjangan, ‘Hutang negara semakin.meningkat dari hari ke hari,
sedangkan samber daya alam seperii minyak dan kayu seria ikan raib en mh_
kemana dan tidak - pernah dinikmati oleh bangsa imi. Sumber lain untuk
membantu APBN seperti pajak ternyata tidak luput dari penjarahan parm
pegawai. pajak yang berkong kalikong dengan pengusaha. Korupsi di
bidang pajak ini seolah-olah tidak pernah disenth dan dibiarkan saja,
padahal menurut perhltungan kasar Kw:k Klan Gie kcrups: pdjak menc&pm
Bp 8{} trlhun

Dengan demikian, berapa kerugmn negara akibat korupsi? Sungguh.
luar’ biasa.  Apabila tidak terjadi korupsi, tentunya bangsa ini tidak akan
mengalami krisis yang berkepanjangan. Korupsi telah. ]T}Eﬂjddlkdﬂ negara
bergantung dana baniuan atau hutang dari negara lain atau IMFE Keadaq_n
ini tentu saja memprihatinkan, Bantuan itu pun tidak luput dari tangan-
tangan kotor ‘para koruptor. Dana yang seharusnya digunakan Lmtlj;x
kesejahteraan rakyat, pada akhirnya hanya akan dinikmati oleh bebf.mpa
geimt:r orang.

) Dengan demlklan bancsa ini akan kehilangan jati diri dan citranya
Sebagai bangsa, serta tidak mampu berdiri sendiri dan pada akhirnya tidak
akan mampu bersamg dengan bangsa dan negara-negara lain. Akibat lebih
jauh adalah menjamurnya kemiskinan dan ketidakadilan struktural yang
hams dirasakan terus dan berkelanju[an dari generasi ke generasi. Rakydtlah
yang akhsrnya harus menanggung beban dari akibat korupsi yang dilakukan
oleh penyelengcara negara, seperti kenaikan tarif dasar listrik dan telepon
serta bahan bakar minyak. Rakyat telah kehilangan hak-haknya. seperti
hak sosial, ekonomi, hidup layak, karena semua dana negara untuk
membangun kesejahteraan rakyat itu dirampas dan dijarah oleh pari
koruptor. '

. Memberéntas Korupsi: Meruniubkan Eangit?

Saudara Romli menguraikan dalam tulisannya, pemberantasan korupsi
selalu menemui kegagalan dam kegagalan.® Sedangkan Kompas dalam
laporannya menyatakan memberantas korupsi ibaratnya bagaikan Sisyphus

7. KRN dan 'Impreving Governance”, Republika, Selasa, 18 Pebruart 2003, halaman 3.
8. Prof. Dr. Romli Aimasasmita, SH.,, LL.M., OpCin. haluman 49
B Brofe D5 Romli-Aomasaeraitae Bl Jode bl Op e Citom-halarman-D:

32




yang dihukum para dewa dalam mitologi Yunani." Jadi, pemberantasan
'korupm tldak akan pemah selesai. Dan korupsi-pun bergulir dengan
kehendaknya sendiri, tanpa mampu dicegah oleh siapa pun. Apakah
dengan demikian, memberantas korupsi ;baratnya meruntuhkan lzmgit,
3sesuatu hal yang ‘mustahil?’ e '

Saya cemb:ra membaca tuhsan tuhsan Saudara Romli ini, karena
ma51h terberszt adanya ‘nada 0pt1mzs sekahpun di dalam Lenyat&mnya
korupsz seakan akan teiah menjadi gurita_yang mencenakezam segala
_ 'aspek kehldupan Slkap optimlsnya menuﬂjui\kdn adanva semdnvat dan
gairah untuk’ terus ma_;u dan, berusaha memperbaiki keadaan yanc rusak’.
_Semangat dan galrah itu menajdi modai awal untuk memberantas ko;upm
sampal ke akar—akamya Tldﬂl\ menyerah merupaka.n pl}akan yang tLpat
_'daiam memeranal korupsx

Konsekuen dengan sikapnya yang optimis, Saudara Romii menyodorkan
beberapa langkah konkrit dan nyata dalam upaya memerangi korupsi.
seperti i) perlunya pendekatan proaktif melalul good governance, ii)
perlunya usaha pencegahan dengan menciptakan iklim kerja yang sehat
dan melalui lembaga-lembaga pendidikan untuk menyerukan budaya anti
korupsi, i) pembenahan dalam sistem birokrasi dengan RANS (Regional
Area Network System) dan NANS (National Area Network System) yang
memanfaatkan kemampuan teknologi, iv) memberdayakan peran serta
masyarakat/alim ulama untuk memberikan kesadaran publik suna memerangi
korupsi, v} membuat perangkat hukum yang memiliki sistem khusus
seperti diberlakukannya asas beban pembuktian terbalik dan pembentukan
KPTPK serta pembenahan sistem rekrutmennya sehingga meminimalisir
kemungkinan dilakukannya korupsi, vi) penegakan hukum yang tegas dan
tidak pandang buly, vii) peningkatan kesejahteraan pelaku-pelaku birokrasi,
viii) dan peningkatan hubungan bilateral atau multilateral dengan negara
lain mengenai Korupsi yang melampaui batas-batas negara.

“Upaya-upaya tersebut menurut saya telah memadai. apabila dapat
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah hati. Bila ada
kesadaran dan kemauan politik pada diri pemimpin-pemimpin bangsa.
kiranya pemberantasan korupsi tidaklah mustahil. Mandegnya upaya-
upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, disebabkan sikap masa
bodoh dan tidak peduli dari penyelenggara negara. Sikap masa bodoh ini
merupakan cerminan dari tidak adanya rasa tanggung jawab bagi

10. "Rakyatr Sudah Putus Ase”, Kompas, Minggu. 9 Maret 2003, halaman 27, Dalam mutologi itu
dikisahikan bahwa Sisyphus harus mendorong batu besar yang berat dengan susah payvah ke puncak
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'penyelenggam nagaza ‘dalam mewu}udkan nilal keadilan sosial d‘m
kesejzﬁhle;aaﬂ rafyai: yang dicﬁa-c;mkan aieh banak—bapak i}angsa peﬁdara
Reﬁubl;}\ ml.

' Terhetnimyfi dan ketldak}eiasan penjeiesazan kasus Kasus kompss
mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak beres dafam penegakan hukum
dan tidak adanya rasa taﬂggung 3awab untuk memuliikan negara dari
keterpumkan akibat %ompsa Untuk ‘sekedar menyebut hebempa contoh,
‘dipuius bebasnya Samaé:kun E—lartono {kasus BLBI Bzmk Modun Sﬁﬂﬂ;i!
'Penghui\umaﬂ swmur h;dup terhadap ;rengusaha Hmdw Rahdxdja - vaar;sz
‘akhirnva menmwa} dalam’ pengungsiannya di Australia - iemyam iad&k
. dlbdreﬂ“l dengan penghukuman terhadap penyelenggara negara yemw
tertibat dalam skandal BLBI yang memungkinkan Hendra Rahardja
menikmati-korupsi melalui Bank Harapan Santosanya. Suatu penemkan
hukum vang d;skr;mmmi‘f dan seiengah hatif - SRR :

;[M Lpava E’emheramasan Ewrupsn j

?ermasaldhdn korupsi. dan upaya pamhemmdsaﬁ mernang Emkdn
persoalan yang mudah. Sebagai bahan pelajaran bagi kita, tidek ada
salahnya  dalam kesempatan ini saya ‘menguraikan berbagai - upaya
pemberantasan korupsi yang sudah dilzkukan, sehingga bisa diithat
permasalahan vang mendasarnya.

Pada pertengahan tahun 1950-an, Kejaksaan Agung di bawah pimpinan
Jaksa Agung Soeprapto sudah melakukan serbagai tindakan pemberantasan
korupsi. vang berakhir dengan-penuntutan beberapa ‘orang menteri pada
waktu itu, antara lain Menteri Penerangan Syamsuddin Sutan Makmur,
Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo, dan lain-lain. Sekalipun demikian,
karena tuntutan masyarakat semakin keras vntuk memberantas korupsi,
muncul . gerakan pemberantasan komupsi yang dipimpin oleh Kolonel
Zulkifli - Lubis dengan didukung oleh Kolonel Kawilarang., Panglima
Siliwangi saat itn. Banyak tokoh-tokoh koruptor kelas kakap vang ketika
itu dianggap kebal hukum seperti Lie Hok Thai, Piet de Quelyn (Direktur
Percetakan Negara), dan lain-lain berhasil ditangkap dan diadili. Pada
permulaan periode tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat (SOB)
murcul lagi tim pemberantasan korupsi dari Penguasa Perang di bawah
pimpinan Jenderal A.H. Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktivo. Tim

HOTRagyar Sudal Futus Ave”. Kompas, Minggu. tanggal 9 Maretr 2003, halaman 27,




ini tidak berumur panjang,. terpaksa dibubarkan karena adanya tekanan
politik era Orde Lama.

“Korupsi yang berkembang tambah luas di jaman Orde Lama ini. pada
permulaan Orde Baru Soeharto (akhir tahun 1960-an) sudah diperingatkan
oleh Bung Hatta, mantan wapres pertama kita. Beliau saat itu mengatakan
bahwa korupsi sudah membudaya di masyarakat bangsa kita. Maka, Hatta
meéndesak agar segera diambil tindakan tegas. Oleh karena itu kemudian
pemérintahan Soeharto di tabun 1970-an membentuk tim pemberantasan
korupsi di bawah pimpinan Jaksa Agung Jenderal Soegiharto, namun lagi:

*lagi tidak efekeif. Salah satu persoalan mendasar yang menjadikan hasil

kerja tim pemberantasan Korupsi tersebut -tidak efekuf adalah karena
besarnya ‘campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang
sedang dilakukan.

Pada tahun 1971 dibentuk Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang
Tindak Pidana Korupsi, sebagal landasan hukum yang kuat bagi upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi setelah hampir 30 tahun
undang-undang tersebut berlaku, penanganan pemberantasan korupsi masih
juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sampai kemudian
dibentuk Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, vang pada intinya memberikan ancaman pidana
yang lebih tinggi kepada para pelaku tindak pidana korupsi. misalnya
ketentuan mengenai ancaman pidana minimal, Lagi-lagi undang-undang
ini tidak berlaku efektif karena ternyata masih banyak para koruptor kelas
k&kap yang masih bebas berkeliaran, dan kalaupun ada yang tertangkap
seringkali ndak bisa diproses sampai selesai, ataupun Kalau toh diberi
hukuman, hukumannya sangat ringan tidak setimpal dengan perbuatannya,
sehingga menyinggung rasa Kkeadilan masyarakat. Kondisi tersebut
melahirkan pandangan yang buruk terhadap lembaga aparat penegak
hukum, baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim, malahan cenderung hampir
tidak percaya lagi.

Dalam proses perumusan RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Tim Perumus yang berasal dari kelompok masyarakat. dengan
keras menuntut supaya penanganan korupsi semuanya ditangani oleh
Komisi dengan tidak melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Begitu
juga dalam proses pemeriksaan perkara korupst di pengadilan. timbul
tuntutan untuk tidak menggunakan sistem pengadilan yang ada selama ini
dalam mengadili tindak pidana umum, tetapi perlu dibentuk suatu pengadilan
khusus yang menangani korupsi dengan hakim-hakim baru yang bersifat
ad-hoc,




Begitu juga c,ai“m proses pembahasan RUY Komist Anti Korupsi
bersama anggota DPR, terjadi perdebatan yang sangat tajam mengam['
mgas Komisi. Sampai pertu dilakukan. beberapa kali lobby, apakah
penanganan korupsi masih bisa ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan
atau semuanya diambil alih oleh Komisi. Sampai pada akhirnya, setei.;i_l_r_if
melalui-proses yang melelahkan disepakati bahwa Komisi menang;;n:i
perkarazkorupsi yang sifatnya besar dan menarik perhatian publik. Perkara
korapsi -lainnya masih ditangani oleh pihak kepolisian dan kejakx&zz;i
Selanjuinya uniuk. menunjukkan keseriusan dalam penanganan korupw'
UU:ini. juga-mengamanatkan untuk. dibentuk. suatu pengadilan khusux_
korapst di bawsah puadﬂan umum guna memeriksa dan mengadili perkara
korupsi. di mana hakimnya melibatkan unsur hakim adhoc Pasal 53 UU
ini menyatakan bahwa “dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan
Tindak Pidana Korapsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan
mernutus tindak pidana korupsi yang penuniutannya diajukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi”. Hakim yang ménangani perkara tersebut seluin
terém atas hdkim z}enaadzian negeri juga mehbatkan hakim adhoc {Pami
56).

i""%’ Eeimsn Amnti K@mps& Sang Ratu AdH yang ditunggu-tung gu"

Saudara Romli mengganmngkan harzpannya dalam pemburunms_an
korupsi pada pundak Komisi Anti Korupsi.” Menurutnya. Komisi ini
menjadi lembaga terakhir dap satu-satunya harapan bagi bangsa mi untuk
menegakkan hukum guna memberantas korupsi sampai ke akar-akarnyu
Komisi diberi kewenangan dan tugas vang luar biasa, extra ordinary, bagi
pemberantasan kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan yang luar
biasa. Pembentukan Komisi Antl Korupsi menjadi keharusan bagi Saudara
Romli sebab lembaga yang ada saat ini tidak lagi dapat diharapkan untuk
memberantas korupsi. Pemberan{asan korupsi tidak lagi dapat diserahkan
pada polisi dan jaksa, karena kedua lembaga tersebut sudah tidak
mempercieh kepercayaan dari publik dan merupakan bagian dari
permasalahan korupsi it sendiri yang harus juga dibenahi.

Eksistensi, Tugas dan Wewenang KPK

Untuk dapat meiaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan
efisien berdasarkan pengalaman empiris di beberapa negara di sekitar kita
yang pernah mengalami kondisi korupsi yang merajalela diperlukan suatu
komisi khusus pemberantasan korupsi. Singapura membentuk Corrupr

12 Prof. Dr. Romli Asmasasmita. SH., LLM., op.Cir. halaman 17.
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_ Practices Investigation Bureau (CPIB) pada awal tahun 1950-an, Hongkong

mé}ﬁbéﬁtuk' Iildépefldeﬁt Commission Against C_m'mprion (ICAC) “pada

tahun 1974, Malaysia membentuk Komisi Pemberantasan Rasuah (KPR

pada tahun 1970-an. Struktur organisasi komisi pemberantasan korupsi

tersebut berbeda-beda _namun ada persamaan sifat yang tampaknya -
menjadi ciri utama yaltu mdependen terhadap sxstem kekuasaan dan 51stem :

pemermtahzm yang berlaku 15

- Oleh karena iy, daiam Undang—undang Kom151 Pemberantasan deak K
.Pldana Korup31 ini, dltetapkan bahwa* Komisi ‘Pemberantasan: Komps:_'
- (KPK) adalah lembaga ‘negara yang ‘dalam melaksanakan tugas -dan
_wewenangnya bemfat mdependen dan bebas dari pengaruh kel\uasaan"
mana pun.-Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Komisi ini harus. bebas C
dari pengaruh atau intervensi dari kekuasaan eksekutif, ievlsiauf yud;katif .

maupun kekuasaan lainnya. Sifat independensi ini memang amat diperlukan
bagi'negara kita karena pengalaman sebelum ini baik dalam dekade 60-
an, “70-an, 80-an sampai 90-an; semua tim pemberantasan korupsi yang
pernah ada umumnya tidak atau kurang berhasil karena campur. tﬂll“dn
kekuasaan atan besamya pengaruh kekuasaan

Untuk menjaga mclependensmya sengaja dipilih hedudukan Komm
seb_agal suatu Jembaga negara yang mandiri tidak termasuk ke . dalam
cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun-yudikatif. Status
anggota komisi pun bukan Pegawai Negeri biasa melainkan pejabat negara,

Masih dalam rangka menjaga independensi KPK ini. pengangkatan
anggota-anggota ‘KPK juga akan dilakukan melalui proses panjang dan
ketat. Mekanisme pengangkatan .anggota Komisi melibatkan partisipasi
akiif dari masyarakat dengan cara mengusulkan dan memantau proses
pemilihan mulai dari pencalonan oleh Pemerintah (sekurang-kurangnya 10
orang). sampal dipilih 5 (lima) orang yang mempunyai integritas tinggi
dan moral yang baik oleh DPR. Anggota Komisi ini terdiri atas unsur
pemerintah dan unsur masyarakat. o ;

’I‘ugas dan Wewenang KPK

Tugas komisi adalah melakukan upaya-upaya penyelidikan, pem’tdlkan
dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Di samping itu
Juga melakukan supervisi dan koordinasi terhadap instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan TPK. Di luar tindakan-tindakan replebif tersebut,

13. Komisi di Smnapum berianggung Jawab l\upada Pcrdana Menteri, di Hongkong kepada Gubernur.
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" komisi juga memiliki tmgas-tugas melakukan upava-upaya preventif can
echukatif yaitu antara lain berupa kampanye, perbaikan prosedur birokrasi -
dan pengawasannya untuk menutup atau paling tidak menekan bekgg:i:_
kac_ﬂnya ;peiuam E{@mpsi‘

Daiam pamtza pemmus RUU Komist Anti Korupsi (I{omm
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ada perdebatan cokip sern aemana
keinginan untuk memusatkan seluruh penanganan perkara korupsi dj
iangan Komisi seperii halnya di Singapura, Malaysia manpun Hongkona,
supaya « benar-benar. -efekif dan tidak tumpang tindih - dengan instansi-
instansi- lainnya seperti polisi dan kejaksaan. Apalagi mengingat baliwa
masyarakat -sekarang ini- sudah mengalami-erosi kepercayaan terhadap
integritas dari-instansi yang ada. Namun di lain pthak, panitia perumus
menyadari bahwa melihat Inasnya Indonesia, berat dan kompleksnva
masalah korupsi, ‘serta ‘hesarnya biaya yang dibutuhkan dalam keadaan
krisis ekonomi seperti sekarang ini, maka diambil jalan iengah untuk tetap
memiungsikan-kelembagaan. yang ‘ada dalam pemberantasan korupsi,

- Akhirnya ditempub jalan tengah, Komisi akan lebih mengutamakan
penanganan perkara korupsi yang besar, vang menyangkut kerugian negara
paling secikit satu milyar rupiah, mendapat perhatian masyarakat luas, dan
atau melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Sekalipun
demikian, dalam hal‘terdapat indikasi ketidakinginan atau ketidakmampuan
dari jajaran kepolisian atau kejaksaan dalam menangani kasus korupsi ini.
Komisi dapat mengambil alih perkara yang sedang ditangani tersebut, hal
ini sesual dengan tugas supervisi dan koordinator yang dipegangnya.

: Masih dalam rangka kﬁwenang&n Komisi juga diberikan wewenaﬁu
tuar biasa antara lain meiakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan
tarhadap tefsangka atau seseorang yang terkait dengan tindak pidana
mrupsz atall sesecrang yang menghalang-halangi atan menghambat
penanganan komapsi, melakukan penyadapan pembicaraan, larang
seseorang pergi ke luar negeri, memblokir rekening bank, menghemika}i
transaksi keuangan, perdagangan dan perjanjian atau perijinan, lisensi serta
konsesi, meminta data perpajakan, dan dapat memerintahkan kepada
pimpinan atau atasan iersangka untuk memberhentikan sementara tersangka
dari jabatannya dan sebagainya.

Semua kewenangan-kewenangan itu tidak lain untuk menjadikan
komisi ini benar-benar suatu senjata pamungkas yang ampuh dan mampu
memberantas Korupsi tanpa pandang bulu.
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V Pengaw asan dan Perlindungan Masyaraka‘i terhadap Kemungiﬂnam
?enyalahg&n&an ‘Kekuasaan - -

Mengingat luas dan’ besamya tugas dan kewenangan-kewenangan
yang dimiliki oleh Komisi, maka sudah tentu diperlukan pula upaya
pengawasan -yang. berimbang- supaya- kekuasaan yang besar itu tidak
disalahgunakan . (abuse -of -power) . sehingga -merugikan masyarakat,
Diperlukan -usaha-usaha. preventif - (precaution) - untuk perlindungan
kepenmngan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan
baik secarainstitusional :maupun individual. Secara institusional Komisi

~akan ‘dilengkapi: satu tim penasehat sekahgus pengawas eksternal yang -

berada dirluar: struktur dan terdiri dari tokoh-tokch masyarakat dan atau
pa;a.ses__epuh ‘bangsa .yang. memiliki integritas Ainggi. .frack record yang
bersih dan dipercaya .masyarakat sebagail panutan. Mereka diharapkan
mampu mengawasi dan menasehati komisi ‘untuk tetap menjalankan
fungsinya secara objektif, jujur dan adil.dengan mengindahkan prinsip-
prinsip kepastian hukuem, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umums,
dan-proporsionalitas.-Masyarakat yang merasa dirugikan atau diperlakukan
secara sewenang-wenang atau tidak adil, dapat mengajukan laporan atau
masukan kepada Tim Penasihat. Jika nasihat atau pertimbangan dewan
berkali-kali tidak diindahkan komisi, maka dewan dapat mengundurkan
dm dan hal ini akan membawa akibat sanksi sosml bempa h]langnyd
Lepercayaan masyardkat kepac!a kom151

'Di samping ifu, pengawasan dan perlindungan masyarakat juga
diharapkan terjadi melalui proses pemilihan anggota komisi yang dilakukan
secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak proses
pencalonan anggota oleh presiden sampai pemilihan anggota oleh DPR.
Sehingga anggota komisi yang terpilih benar-benar -merupakan orang-
orang yang mendapatkan dukungan masyarakat serta dapat diandalkan.
Anggota komisi dilarang untuk mengadakan pertemuan dengan tersangka
atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara korupsi yang ditangani
KPK dengan alasan apa pun kecuali menjalankan perintah undang-undang.
Juga dilarang menangani perkara korupst ‘yang pelakunya mempunyai
hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan
ke bawah sampai derajat ketiga. Bahkan anggota komisi juga dilarang
menjabat komisaris, direksi, perseroan ataupun pengurus yayasan serta
Jjabatan profesi lainnya ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan
jabatan-jabatan tersebut, Ketentuan tersebut juga berlaku untuk tim
penasehat, dan seluruh personel dari KPK.

Dalam rangka perlindungan masyarakai, khusus diberikan perlindungan

Kepady saksi pelapor aupu Saksi Tamiya  termasuk para  alii - yany
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memberi keterangan, Dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan
memberikan perlindungan adalah termasuk pemberian jaminan Keamanan
dengan meminta, bantuan kepolisian atan penggantian identitias pelapor
atau melakukan evaiuam

©-Sebagal-upaya pemulihan (redress) ierhadap kemungkinan }comm
pembe_rantasan korupsi menyalahgunakan tugas dan wewenangnya schingga
jatuh" korban-korban di masyarakat, maka komisi wajib memulibkan nama
baik -orang yang ‘bersangkutan dengan mengumumkannya i harian
nasmnal amu elektronik.” Bahkan jika' yang bersangkutan meminia didu
 menuntut gzmn kerugmn maka Komisi wajib menyelesatkan-dengan cara
riegosiasi ‘atan- melalui -gugatan perdata. Di samping segala pengawasin
insiitusional maupun ‘individual, tentu saja’diharapkan dari masyarakat
tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakai yang berperan aknf
dalam pemberantasan tindak -pidana korupsi dan pengawasan terhadap
kiﬂerja komisi'-da}am pemberantasan aindak pidana kompsi.

Vi KPEPN tadak ‘perlu dilebur ke eﬁaﬁam Homisi Anti HKorupsi .

Bgrixaltan dengan kewenangan p@ncacuhz.n i;mbui masalah di mana
KPKPN ak;m dilebur ke dalam Komisi Anti Korupsi. Permasalahan ini
muncul karena &?KPN sedikit banyak telah membesikan harapan baﬂl
mdsyarai\at untuk menc;ptakan penyeienﬁgaraan negara yang bersih dan
bebas dari korupsi. Oleh beberapa pengamat, mereduksi KPKPN menjadi
sub. bidang-didalam ‘Komisi Anti Korupsi disinyalir sebagai upaya
pengkerdilan KPKPN, sebab selama ini KPKPN dianggap telah mengusik
dan “mengganggu kenyamanan dan keamanan harta kekayaan dari
penyelenggara negara; Lihat kasus Jaksa Agung M:A. Rachman, kasus vila
milik Megawati- dan kasus-kasus lain vang terjadi di DPR. Berkaitan
dengan sepak terjang KPKPN ini; Panda Nababan, Anggota Komisi Il
DPR, mengatakan bahwa “komisinva memang melakukan balas dendam
karena KPKEN berani “mengusik” kekavaan anggora DPR”.” Jika apa
vang dikatakan oleh Panda Mababan ini benar, maka jelaslah bahwa
meredusir KPKPN ke dalam sub bidang Komisi Anti Korupsi akan
menjadi kontra-produktif dalam pemberantasan korupsi. Ini menjadi
indikasi pula bahwa penyelenggara negara masih belum memiliki niat baik
untuk menciptakan negara yang bebas dan bersih dari korupsi.

Jika penyelenggara belum atau tidak berminat untuk memberantas
korupsi, maka kedatangan Komisi Anti Korupsi yang diharapkan akan

14, “Perfu Hakim Progresif agar KPEPN Bisa Memenangkan "Judicial Review”, Kompas, Selasa.
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menjadi Ratu Adil di Republik ini kiranya akan menjadi jauh panggang
dari api. Pasalnya, yang akan menentukan pengisian anggota Komisi Anti
Korupsi adalah DPR berdasarkan usul dari Presiden, di mana lembaga
DPR dan pemerintah itu sejauh ini tidak menun;ukkan adanya niat untuk
mcm__bera;n_tas korupsi. _Sek_z_t_hp_un sistern :rekrutmen dilakukan ciengan_
berjenjang dan melalui tahap yang panjang sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 30 UU Komisi Anti Korupsi, proses rekrutmen itu tampaknya juga
tidak akan. menjamin. terpilihnya.orang .yang berboboi, mandiri, dan
mem111k1 mtegntas serta morahtas yang. tmgg1

Tampaknya ‘untuk “saat “ini, “Komisi Ann Korupsi -belum: dapat'
dlharapkan menjadi” tumpuan ‘keberhasilan - pemberantasan korupsi di
Republik ini, sebab selain Tekrutmen yang akan  dilakukan belum tentu
menjamin terpilihnya orang-orang yang tepat akibat tidak adanya niat baik
dari DPR dan Presiden, tetapi juga karenz korupsi vang terjadi telah
demikian luas, sistematis dan memasuki setiap nadi kehidupan berbangsa
dan bernegara Mudah-mudahan- perkiraan saya ini salah, karena ternyata
kelak bahwa Komisi Anti Korupsi mampu menjawab semua tantangan dan
harapan yang dibebankan kepadanya oleh seluruh rakyat.

VIL Penuiup

Sebenarnya, pemberantasan korupsi itu dapat dilakukan dalam waktu
yang singkat dan tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga KPTPK
atau apa pun pamanya Ratu Adil itu tidak perlu ditunggu kedatangannya.
Hal itu dapat dilakukan jika setiap anggota masyarakat dari bangsa ini
bersedia menjadi Rato Adil itu sendiri dengan memulai untuk tidak
melakukan korupsi. Setiap individu dari bangsa ini memiliki komitmen
bersama untuk menanggalkan segala perilaku dan tindakan kejahatan
korupsi dan mulai memperhatikan kepentingan sesama, bangsa dan negara.
Akan tetapi, tampaknya, kesadaran individu ini sulit untuk dicapai oleh
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, konsekuensi yang harus ditanggung
adalah bahwa pemberantasan korupsi akan memerlukan biaya yang besar
dan memakan waktu yang relatif lama.

Korupsi yang telah terbukti menyengsarakan rakyat, masih sulit antuk
dapat dijinakkan. Maka, kesengsaraan itu akan masth terus berlanjut entah
sampal kapan. Dalam keadaan demikian, kedatangan Ratu Adil atau
Komisi Anti Korupsi menjadi harapan tetapi sekaligus mendebarkan sebab
kita masih menyangsikan apakah Komisi ini benar-benar akan dapat
menjadi Ratu Adil yang akan membebaskan bangsa dan rakyat imi keluar
- dari cengkeraman korupsi dan kesengsaraan. Sistem hukum yang bd]k
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seria ‘moral yang bmk tentunya hanya akan menjadi seonggok peraturan
ydng tidak ‘bermakna. Sebdixknya sistemn sederhana yang didukung oleh
p@iaku peldku yang mempunyai komitmen untak menciptakan kehadumn
berbangsa dan bernegara; tentunya akan menjaéz pilar berlangsungnya cia-
cita’ keh;dupdn belsama Keqc,j&htem,an dan keadilan sosial. ‘Akan tetipi]
seteiah peiaku peiaku S berganti, teniunya tidak Eag: dapat “dijamin
kth:dupan yang adil‘dan sejahtem Apab;ia ada system hukum yang jehis
maka sistem itu setidak- -tidaknya ‘secara ﬁoz‘matir membatasi ruang gerak
bagi pelaku-pelaky yang korup “Watak yang' Korup akan mempercléh
- surgama pada suatu sistemeyang tidak cukup dan tidak baik. Oleh karena
i, mmutan Agar:fer jadi sinergi antara’ system hukum dan. peiaku m&fﬁj&d]
pﬂ;han nrama . dan - pertama dari pada semata-mata digantungkan padd
moralitas/integriras ‘dari peiaku—pﬂiakun va atay mvannmgkan puda &dm{}yg;
sistem -hukum_yang baik." o : : : :

Sum‘bancran pemxk;ran dan zagasan mengenal cara-cara penangg uiaiwan
l«ornpsl seperti yang dliakukan “oleh Saudara Romli “melalui Euhsdn—
tulisannya ‘dalam’ Buku Korupw Good -Governunce dan Komisi *Ajti
Korupsi di Indoresia”, menjadi salahi sata cara’ ‘bagi kita untuk berperin
serta dalam menyebarluaskan gagasan antikorupsi bagi seluruh rakyat
Indonesia. Untuk itu, perlu kita sambut baik penerbitan Buku ini dan saya
secara pribadi mengucapkan selamat atas usaha dari Saudara Romili.






